KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-12/BC/2024
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN
TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE FEDERAL
AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT SECURITY OF
THE UNITED ARAB EMIRATES

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023
tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized
Economic Operator) telah ditandatangani Kesepakatan
Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat
antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan The
Federal Authority For Identity, Citizenship, Customs and
Port Security of The United Arab Emirates;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan
sebagaimana  dimaksud pada huruf a, telah
ditandatangani Catatan Penjelasan (Explanatory Notes)
Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi
Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dengan The Federal Authority For Identity, Citizenship,
Customs and Port Security of The United Arab Emirates;

c. bahwa telah dilakukan uji coba pelaksanaan Kesepakatan
Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat
antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan The
Federal Authority For Identity, Citizenship, Customs and
Port Security of The United Arab Emirates;

d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢, kedua belah pihak
bersepakat untuk menerapkan Kesepakatan Pengakuan
Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat secara
penuh;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, serta dalam
rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan
Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi
Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dengan The Federal Authority For Identity, Citizenship,
Customs and Port Security of The United Arab Emirates,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory)
Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi
Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
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dengan The Federal Authority For Identity, Citizenship,
Customs and Port Security of The United Arab Emirates;

1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023
tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized
Economic Operator) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 987);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR
EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION
ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)
ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN
THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP,
CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED ARAB
EMIRATES.

Menerapkan secara penuh klausul-klausul sebagaimana
tercantum dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik
Operator  Ekonomi  Bersertifikat  (Mutual  Recognition
Arrangement on Authorized Economic Operator) dan Catatan
Penjelasan (Explanatory Notes) Kesepakatan Pengakuan Timbal
Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan The Federal Authority
For Identity, Citizenship, Customs and Port Security of The United
Arab Emirates (ICP, UAE) sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I huruf A dan Lampiran [ huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
Penerapan klausul-klausul dalam Kesepakatan Pengakuan
Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat dan Catatan
Penjelasannya antara DJBC dengan ICP, UAE sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU, khususnya mengenai
pemberian fasilitas perdagangan melalui percepatan proses
customs clearance berupa penurunan tingkat risiko sebesar
20% pada risk engine reguler dalam manajemen risiko
penjaluran impor.

Fasilitas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA diberikan dengan ketentuan:

a. barang impor berasal dari pelabuhan muat di Uni Emirat

Arab;

b. menggunakan kode fasilitas 451 dengan mencantumkan
nomor identifikasi AEO (AEO Trader Identification Number)
dan tanggal otorisasi (authorization date) perusahaan AEO
Uni Emirat Arab; dan
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c. merupakan barang impor untuk dipakai dengan
pemberitahuan pabeannya menggunakan Pemberitahuan
Impor Barang BC 2.0.

Memerintahkan  Direktur Kerja  Sama  Internasional
Kepabeanan dan Cukai, Direktur Informasi Kepabeanan dan
Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis
Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai,
dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehubungan dengan
penerapan secara penuh (mandatory) Kesepakatan Pengakuan
Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-
157/BC/2023 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory)
Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi
Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement on Authorized
Economic Operator) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dengan The Federal Authority For Identity, Citizenship, Customs
and Port Security of The United Arab Emirates, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
11 Januari 2024.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;

2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;

3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan

4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

ASKOLANI
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2024

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED
ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE
FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY,
CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT SECURITY OF
THE UNITED ARAB EMIRATES

KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI
BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DENGAN THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP,
CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED ARAB EMIRATES.
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ARRANGEMENT BETWEEN
THE DIRECTORATE GEMERAL OF CLUSTOMS AMDy
EXCISE OF THE REFUBLIC OF INDOMNESIA
AMND THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY,
CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT SECURITY OF
THE UNITED ARAE EMIRATES
REGARDING MUTUAL RECOGHNITION OF THE RESPECTIVE AUTHORIZEL
ECONOMIC OFPERATOR PROGRAM

The Directorate Seneral of Customs and Excise of the Fepublic of Indonesia
(DGECEY and The Federal Authorilty for kenlity, Clizenship, Custome and Port
Secury (MCP)] of the Unded Assih Emirates (UAE) (hersinafter referred o
singularty &s the "Party” and colleciively as the "Farties");

REGARDING the Action Plan between the Directorate General of Cwestoms and
Excizs |DECE) and the Federal Authonty for ldentbty, Citizenship, Cestoms and
Port Sscurity (HZP) For mubeal recognition of thelr respectve Authonzed Economic

Operator Programs (hereinafter refarred to as the "Programs™). sgned on 31
Sugust 2020,

CONSIDERING thai a joini evaluation by the Partsss has confirmmesd thet thear
respeclive Programs sare admanistered &8s iniliatives to sirengthen supgdy chain
secunty and to enhanca trade facilitation of the Parties

RECOGHNIZING that the Prograrms apply Ssecurily requirermsnts in accordance
wiith e reapective domestic laws of the Parties and the infermabonally
recognized securty standards set farth in the “SAFE Framework of Standands 1o
Secure and Facilitete Global Trade™ [(hereinafter refered o as “SAFE
Framiework™) adoptad by the Weorld Custorms Organization (WCO);
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ACKNOWLEDGING the specialized nature of each Pary's border management
processes, procadures, mechanieme and the kgeslatons adopted by the Parties

n administering their respective Programs;

HAVING REGARDS fo the Agreement on Co-operation and Mutual
Administratve Assistance In Cusioms Matters, which was sigred by the two
Gavernments of the Republic of Indonesia and the United Arab Ernirates on 24
July 2019 In Indonesia, which promoted cooperation to faciltate and secure trade;
and

UNDERSTAMNDING that the mutual recognition of the Programs and olher relabed
measures between the Padies nat only contributes greatly to the supply chain
sacurity but also facilitates legitimate trade;

Have reached the following understanding:

Article 1
Responaible Parties and Scope

The Parties will be the responsible entities for the implementation of this
Arrangement

This Arrangament will exclusively be concarned with the mutusl recognifion
of the respective Programs administered by such Parties.

Articla 2
Compatibility

The Parties will ensure that
(a) the standards applied to the respective Programe will be compatibée in the
following aspecis:
(i) =sccreditation criteria;
(i} application procedures:;
(iii) validation processes,
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(iv] approval mechanism, and

(v) managemsant of AED status.

thir respective Programs will operate in accordance with the principles and
standards of the SAFE Framework,

Article 3
Mutual Recognition and Benefits

Each Party inends to accept the validation results and AED stalus granied

1o Authorized Economic Operators (hereinafter referred to as "AEOS") of the

other Party's Pragrarm.

Each Pary agrees fo provide the Authorized Economic Operators, duly

sccredited by the other Party under its Program, in accordance with the

respective domestic laws and customs procedurs, with the following trece

facilitation measures:

{a} reduced customs import inspection rates;

ih)  simplified verification of import-related documents;

(¢} faster clearance of import cargo;
prioritized measures to respond to disruptions in trade flows due to
increases in sacurity alert lewels, border closures andior natural
disasters, hazardous emergencies of other magor incidents; and
Designated customs officiale in charge of communicetion n order to
handie issues relaling 1o clearance of goods of AEDS under the
respactive Programs.

Each Party will take inlo congideration the status of AEOQs accorded by the

other Party under its Program when conducting risk assssement on

imparting goods from those AEQS,

Each Party may, under reasonable circumstances, suspand any or all the

facilitation measures given o one or mone AEQS of the other Party, providad

that the other Party has been promptly notified of this decision and the

underlying reasons,

-
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Artiche 4
Information Exchange and Communication

The Parties will agree upon Information exchange and  mufual

communication as follows:

{m) regularly exchanging up-to-date infarmation on auvihorized companies
under their respective Programs in & mutually determinsd manner,
guch information will include the names, addresses, unique identifiers,
AEQ status, and other relevant inforrmation;
providing updates on the operation of and changes {o their respactive
Programs; and

e} exchanging information obtained from authorized companies
regarding the implementation of this Arrangement.

The Parties will abide by respactive domestic laws and regulations to

exchange infarmalion,

The Parties will keep the information received from the other Pary

confidestial, and the information will be used solely for the purpose of

implemanting this Amangement. The received information may be disciossd

b @ third party only with the written consent of the other Party.

Article §
Future Endeavors

The Partes will agree o)

actiwely implemsant this Arrangement with a view to sirangthening the supply
chain security of the Parties and enhancing their commen intérest on rade
facilitation, and may mest when needed in order to analyze the
implementation of this Arrangement;

(b} share detsils of bensfits provided to the AEQ of the other Pary in

4]

implementing this Arrangerment between both Parties,

pureus in providing the AEOs of the othar Party with further trade facilitetion
measures in accordance with this Arrangement, and to the extent possible,
in cooperation with other governmeant agencies; and
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{d) seexing ways of exchanging information and relatad data through
electronic means for the purpose of this Arrangemeant.

Article 8
Consultation and Amendment

All isewes relating fo the interprefation or implementation of this
Arrangement will be resolved through mutual consultation of both Parties.

Amendment of this Arrangement will be subject to witlen agresment
between bolh Parties.

Article 7
Status of Arrangement

This Arrangement does nof intend to create any legal rights and cbligations
binding under intemationgl law or the kaw of any other |urisdiction, nor does
it confer or create any nghis, privileges or benefits on any third parson or
party.

The Parties will implement the measures under this Amrangement n
accordance with thelr respective domestic laws and requiations, as well as
applicable mismational agreements to which the respective Parties are a
party of.

Mo provision in this Arrangement will restrict either Party from acting in
accordance with the provisions of the applicable international freaties and
agresmeants, or its domestic lews, regulstions and practices,

Article 8
Commencement and Termination

This Arrangement shall come into effect upon signature by both Parties,
provided that Article 3.2 will come into effect on & date mutually agreed on
by the Parties and na laker than 12 months of the signing of the Arrangemeant.
Either Party may discantinue or tenminate this Arrangerment by providing the




other Party with a writlen notification &t least thirty (30) daye in advance of
the irtended date of discontinuation or termination.

Signed in Jakarta and Abu Dhabi on 11 November 2022, in two ofiginal copies in
the English, Indonesian, and Arabic languages, both texts being egually
authent, In case of divergence of interpretation, the English text shall prevad,

For The Directerate Ganeral of For Tha Federal Authority for
Customs and Excise Identity, Citizenship, Customs and
of Tha Republic of Indonesia Port Security
of The United Arab Emirates

i

ASKOLANI AHMAD ABDULLA BIN LAHEJ
AL FALASI
DIRECTOR GENERAL CUSTOMS DIRECTOR GENERAL

- - - -
I e Rl N e T i R
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CATATAN PENJELASAN (EXPLANATORY NOTES) ANTARA DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE FEDERAL AUTHORITY FOR
IDENTITY, CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED

ARAB EMIRATES.

EXPLANATORY MOTES FOR THE ARRANGEMENT BETWEEN

THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIF,
CLSTOMS AND PORT SECURITY OF
THE UNITED ARAE EMIRATES
REGARDING MUTUAL RECOGMNITION OF THE RESPECTIVE AUTHORIZED

ECONOMIC OFERATOR PROGRAMS

1. Bachkground and Furposa

The puwpase of this Explanatory Motes (e 1o Taclilae the mplemantation of tha f
Arrangement between the Directorate Ganeral of Cushoms and Excise of the
Raputlic of Indonesia (DGCE) and the Fedeml Authorty For |dendity, |
GCitizenship, Customa And Parl Security of the United Arab Emiratas (1CF] (and
hereinafter rafersd to separataly 88 “Pay” and jointly as “Parties™) regarding
Mutual Recognition of tha raspective Autharized Econemic Operaioe Programes
and o clanfy detsis of aticles of the Amangement which was signed on 11
Mavember 2022 in Jakarta and Abu Dhabi

2. Infarmaticn Exchange

To ensure an effective mplemaniation of the Amengement. balh Parlies
exmzhangs updaled nformalion of Authorized Economic Opsarators (AEDS] in the ,
foalicrwsiry i s mar .

2.1 Dedails of nfermation

Both Parties pravide tha folioeing indormation in an WS Excel Sarmal
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{n)  Menlificatian code (the wniqua number givan o an AED in order to provide
tacibtation meaasures under the Arrangamant);

i) Mameaof AED:

ic}  Address {inciuding ail premises);

id)  Authorization date;

| e Validity period:

(1 Stalus (marking thase valld In black, and marking thase that ane suspended,
camsaled ar changed in red,)

{g) Remarks {record major changas for information af the allar Party); and

(hl  Typas of sulharized entity.

2.2 Frequancy and Channel for Information Exchange

I Each Party, accarding 1o the Arangameant, provides informafion as referred fa
Article 2.1 to the ather Party via the Iatter's designatad alectronic madbax no lales
tham the first 5 warking days of each mangh, ar whenever thera are any changes
1ot imtarmalicn. B e nfarmnabion far the cunment mankh is the same as that of
last month, 8 “No change” message shauld be sert to the other Party,

In case a Party suspands or revokes an AED status undar thesr AEQ Program,
they shall promptly notify the athar Party of such changs.

I 1.3 Protection of Informaticn

To enhance sacurity of the AED informalion, each Pary encodes the AED list
with a password bedore sanding & 1o te ather Pamy. The password should be 10
digilts ar more. containing capital and small letters and numbers, willaut any
patiern. Each Party could send the passward 1o the dasignated elecironic malbosx
of the aller Party when an acdomowledgment is racesad from the same within 24
b after sanding 1he lis.
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3. Wentification of AEOs of the othar Party

To ensure brade faciitation measunas afe pravided under the Arangamant, aach
Party should prompély and effactivedy identily whether goods are imported from
AEOQS of the ather Party,

3.1 United Arals Emirates to ldentify the Republic of Indonssia AEQs

The Republic of Indonesia AED Comparny shauld nolify ils denifization code 1o
its UAE importer whan eaporting to UAE. s UAE imporier should spedfy
Republic of Indonesia Compary Iderdification Code while pesfarming importer
teclaration.

LWAE Customs cormpanas the Republic of Indonesia Company identification Coda
with the infaormation provided in accordance with Arfide 2 of this Explanaiory
Nates and, thereéore, If the fao are madched, the UAE Custams could provide

faciliafon measures

3.2 Republic of Indonesia to Identify United Arab Emirates AEOs

Tha Unfed Arab Emirates AED Company should nolify its idenfification code to
its Indonesian imparier whan axpoiing 1o Ihdonesia. The Indonesian impartar
shauld stale the United Arab Emirates AED idanification code whils perfomiing
inperl daciaratian.

DGCE compares such ideniification coda with the nformalion provided, which
has baen racordad in Customs & Excise Informatian Syslem and Aulamation, in
accordanca with Articke 2 of this Explanatory Notes; and, thereafles, if the bao ane
maiched, the DGCE provides trade faciitation measures,
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4. Details of Trada Facilitation Measures

Redliced cusloms imgod Mspeskan rafes; Each Party racognizes the AEOQ
status of exporters of the aiher Party at the stage of impert daclaration, and
reducas the rate of inspeclion far the poods concemad during risk
assessment by tha Customs.

Simpdfied varification of impart-related documents: Each Parly simplifies
clearance procedures of an AEC fram the other Party, and handles its
documeniary validation af the sama lewed with that of 8 domestic aulhonized
companies and in accordance with the national AED progedures relating to
such varification.

Fasfer clarance of impot cango: Each Parly guaraniees prioritized
clearance in tarms of inspaction or documantary validation far imparting
gocds of AEOS of the ather Party,

Pripnfized massuras. Each Pary responds fo disruptions in trade flow due
toincreases im aacurity aler vels, barder closures andéar natural disasters,
hazardous emargencias of allar majer incidents.

Dasignated cusfoms afffmiads; Each Party appoints one or more cusioms
figison officars from its headquartars. Whan an AED of oma Party repors
any problem ramad during mpart cearance in tha termbary of thie other Party,
the liatson officer who receives the repart notifies it 1o the Eaisan officar of
the athar Party. The liaisan officar of the mparing country doas its best ta
resoive tha prablem, and infarms the ather Party of tha results.
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&. Buspenslon and Exelusion of Trade Facilitation Moasures
5.1 Reagonable Grounds for Suspansion and Exclusion

Each Party has the discretion, under reasanable grounds, to suspand or 1o
exchude provisions of rade taciitation measures ba AEDs of the cther Party taking
inf consideration its domastic raguilations and measuness induding but not limited
b carga cléarance, risk assessmant of local companies and inbaliganss.

Rassorabie grounds o suspend or to excluda trade faciltation messuras
prosoad 1o AECe of the ather Party under the Armangamant may includa:

{a} information of AEQE of the other Party being msused or abused; ar
{b] any illegal acthities conductad by AECs of e ather Parly beirg dabesied.

5.2 Procedures for Suspension and Exclusion

In suspanding or excluding frade faciitation measures pravided 1o an AED af the
other Party, each Parly should pramptly notly the ofher Pary of the name af the
AEQ, the underlying reasons and the date of suspansion,

5.3 Resumption of Trade Facilitation Moasures

Each Party resumes providing trace faciltation measines o lhe suspended
AECs under the Arangemant immediataly after the grounds for the suspansion
are na langer valid. Each Party should promptly nodify the resumpgion to the athar
Fanty.

In case the approvael stalus of the supended AED i rewaked, the other Party
should ba promptly notified n eccordance with Ihe informalion eschange
machanism under Aficla 2
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. Check and Assessmaent of Implementing the Arrangement

Both Partes axchangs statistics data ralated to the trade Teclilalion maasu s
undar the Arrangement on an annual basis via alactronic maibox of 8 8 review
meating, and the ypes of eachanged stafistics are as folows:

fa) tha numbar of Importation and the inspection rabe of imported cargo from
AECs and nan-AEQs, respectively of the albar Party, and
{b} dearance lead time of AECs and nan-AECs.

The Paties may hald meetings when needed 1o aesass whather the Amangemeant
i5 wedl imglamernied.

7. Pilat Implementation

Priar to cemmencement of the Arrangamant, both Parties shal joinlly conduct a
pilat implemeantalion to test the related maechanism for exchange of information
and addrass ary problemns in advance which may possibly ooour wpon
implementation of the Arrangemen.

Thea pilct implementatian shall last for & perked of three manths falowed by a ane-
month review period on the basis of the resuls and statistics of the pilot
implemeantation in order o decde on the axact date of commancement of full
implemantalion of the Arangement.

Subsequent to conducting the pill implementation, both Paries shall fully
impdemient the Arrangemant on 8 milualy agresd upon daba no kaler than 12
monthes aftar tha signing of tha Arrangemeant.
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8. Commencemant and Arme e mt
This Explanatory Moles shall come into effect upon signing by bath Parties
Amendmant of this Explanatory Motes, whane necassary, may be discussed in

the review mesling in accordance with Aricks &

Signed on the 11 Novwember 20232, in duplicata in the Englsh language.

For thn Fodaral futharity for For the Direciorate General af
Identity, Citizanship, Customs Customs and Excise of the
and Port Socurity of thie United Ragublic of Indonesia

Arab Emirates
- == T -\.,_.
1 ( < ‘
L -
=
SUOLC SALEM ALAGROORI ARMITA FSEANDAR
DIRECTOR OF DIRECTOR OF
IMTERMATICNAL RELATIONS INTERNATIOMAL AFFAIRS

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

ASKOLANI

%
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2024

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)
KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED
ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE
FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY,
CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT SECURITY OF
THE UNITED ARAB EMIRATES

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN
SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK
OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI DENGAN THE FEDERAL AUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP,
CUSTOMS AND PORT SECURITY OF THE UNITED ARAB EMIRATES (ICP, UAE)

1. Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai

Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Uni
Emirat Arab dan perubahannya yang meliputi penambahan,
pengurangan, status lainnya, update program AEO, dan informasi
terkait lainnya dari pihak ICP, UAE, selanjutnya:

a.

1)

2)

Menyampaikan daftar perusahaan AEO ICP, UAE dan

perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, dan

status lainnya kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai,

Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Direktur Teknis

Kepabeanan dengan cara:

a) manual, dalam hal sistem komputer pelayanan belum
mengakomodasi form daftar perusahaan AEO Uni Emirat
Arab dan perubahannya atau mengalami gangguan; atau

b) memutakhirkan daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab
dan perubahannya pada sistem komputer pelayanan, dalam
hal sistem komputer pelayanan telah mengakomodasi form
daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan perubahannya;
dan/atau

Menyampaikan informasi berupa update program AEO dan

informasi terkait lainnya dari pihak ICP, UAE kepada Direktur

Penindakan dan Penyidikan dan Direktur Teknis Kepabeanan;

Menerima informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi atau informasi
lainnya seperti daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya
yang meliputi penambahan, pengurangan, status lainnya, update
program AEOQO, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Teknis
Kepabeanan, selanjutnya menyampaikan kepada pihak ICP, UAE;

Menyiapkan mekanisme komunikasi antara DJBC dengan pihak ICP,
UAE;

Memberikan bimbingan teknis; dan/atau
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Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai

a.

f.

Dalam hal sistem komputer pelayanan belum mengakomodasi form
daftar perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan perubahannya atau
mengalami gangguan, menerima informasi Perusahaan AEO Uni
Emirat Arab dan perubahannya yang meliputi penambahan,
pengurangan, dan status lainnya dari Direktur Kerja Sama
Internasional Kepabeanan dan Cukai, selanjutnya melakukan
pemutakhiran data pada sistem komputer pelayanan;

Memutakhirkan Sistem Analis Risiko Importasi dalam rangka
pemberian fasilitas perdagangan pada Sistem Komputer Pelayanan;

Menyiapkan dan memastikan fasilitas perdagangan dapat diterapkan
pada sistem komputer pelayanan;

Menyediakan informasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan;

Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan; dan/atau

Memberikan bimbingan teknis.

Direktur Penindakan dan Penyidikan

a.

Menerima informasi perusahaan AEO Uni Emirat Arab dan
perubahannya yang meliputi penambahan, pengurangan, status
lainnya, dan informasi terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama
Internasional Kepabeanan dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan
analisis; dan/atau

Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

Direktur Teknis Kepabeanan

a.

d.

Menerima informasi antara lain seperti daftar perusahaan AEO Uni
Emirat Arab dan perubahannya yang meliputi penambahan,
pengurangan, status lainnya, update program AEO, dan informasi
terkait lainnya dari Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan
dan Cukai, untuk selanjutnya dilakukan analisis;

Menerima masukan dan melakukan evaluasi dalam rangka
pelaksanaan penerapan secara penuh Kesepakatan Pengakuan Timbal
Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement
on Authorized Economic Operator) dengan pihak ICP, UAE .

Menyampaikan hasil evaluasi dan/atau informasi lainnya seperti
daftar perusahaan AEO Indonesia dan perubahannya yang meliputi
penambahan, pengurangan, status lainnya, update program AEO, dan
informasi terkait lainnya kepada Direktur Kerja Sama Internasional
Kepabeanan dan Cukai; dan/atau

Memberikan bimbingan teknis;

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

a.

Memberikan bimbingan teknis; dan/atau
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7.
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Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

a.

b.

Memberikan pelayanan teknis, konsultasi dan layanan informasi;
dan/atau

Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

a.

Memberikan pelayanan teknis, konsultasi, dan layanan informasi;
dan/atau

Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kepada
Direktur Teknis Kepabeanan.

()

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

ASKOLANI
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